
 

 

 

 
 

 
BUPATI BUTON UTARA 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
 

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 
NOMOR      16      TAHUN  2018 

 

TENTANG 
  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 9  
TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON 

UTARA NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  

KABUPATEN BUTON UTARA 

 
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BUTON UTARA, 

 
Menimbang  : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian kembali 

beberapa ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas maka 

Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 9 Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara 

Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Buton Utara, perlu diubah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 9 
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 

Buton Utara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Buton Utara;  
 

Mengingat      : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi 
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia         

Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4690); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       
Nomor 5679); 

 
 



 

 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        
Nomor 6197); 

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah 

Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 5); 
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat 
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2016 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar 
Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.05/2016 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan             
Nomor 164/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Perjalanan Dinas Luar Negeri; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6     
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 9        

TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI BUTON UTARA NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA. 
 

 

   
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Utara 

Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Buton Utara Nomor 38 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 9), diubah 

sebagai berikut :  
 

Pasal 37 
 

(1) Perjalanan Dinas dalam rangka Reses oleh Pimpinan 

dan anggota DPRD, dapat diberikan uang harian 
maksimal 6 (enam) hari. 

 
 



 

 

(2) Pelaksanaan Perjalanan Dinas oleh Pejabat Negara, 

PNSD, CPNSD dan Non PNSD dalam rangka 
mendampingi dan/atau bersama-sama pimpinan dan 

anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat diberikan uang harian maksimal 6 (enam) hari. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten         

Buton Utara. 
Ditetapkan di Buranga 
pada tanggal 6 Maret 2018   

 
BUPATI BUTON UTARA, 

 
Ttd/cap 

 
 

H. ABU HASAN 

 
Diundangkan  di  Buranga 

pada tanggal 6 Maret 2018 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BUTON UTARA, 

 

Ttd/cap 
 

 
MUHAMMAD YASIN 

  

 
 
 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2018 NOMOR 16 
 

 


